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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN 2011 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan
pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2011- 2015;

bahwa Pembangunan Daerah perlu sinergis dan terpadu
dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi
Kalimantan Timur guna mencapai tujuan otonomi daerah;

bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan
daerah berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran,
maka diperlukan perencanaan pembangunan menengah
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai
Undang — Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat , Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan



10.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1989 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat , Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3862);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentuken Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Isambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
89);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5988, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia
Nomor 4700 );
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2002 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasl Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20068 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah  Provinsi, Pemerintah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintsh Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

n Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor
4817),

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penataan Ruang Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 —
2014;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
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Panjang Daerah (RPJPD ) Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2005 - 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Kakmantan Timur Nomor 34
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunn Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2009 -2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutal Kartanegara Tahun 2008 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kegja Dinas
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara(Lembaran
Da)etah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor
14);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutali Kartanegara Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2008 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTA! KARTANEGARA

MESMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2011 - 2015.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Pemerintash Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Dasrah
yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan
dan Kelurahan/Desa;

8. Pemerintahan Kelurahan/Desa adalah lembaga Pemerintahan
Kelurahan/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 yang
selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalsh dckumen perencanaan
pembangunan nasional untuk pericde 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2005 - 2025;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk
periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 — 2025 yang
selanjutnya disingkat sebagai RPJPD adalah dockumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;

13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2001 — 2015 yang
selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan
Dinas/Badan/Kantor dan Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kartanegara
untuk periode 5 ( Iima ) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun
2015;

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM
Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa dalam wilayah

KabupatenKutaiKananegaraunuﬂ(petMeﬁ(ﬁma)tahunwrhmsejak
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;

15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selar\jtmyadisebutReanerjaSamanKedaPeranghatDmh (Renja



SKPD) adalah dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahunan;

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan ditaksanakan
untuk mewujudkan visi;

18. Strategi adalah langkah-langkah beriskkan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;

19. Kebijakan adalah arahftindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan;

20. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebth kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

BAB i
Visi, MiSi DAN PROGRAM

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran RPJM Nasional dan RPJM Provinsi dan telah
d dalam visi dan misi program Gerbang Raja Bupati hasil Pemilthan
Umum Kepala Daerah Tahun 2010.

(2) RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program
prioritas dan program SKPD yang mendukung keberhasilan setiap misi, serta

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebjjakan keuangan dalam rencana kerja yang

berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD ;
b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJMdes dengan memperhatikan tugas
pemerintahan desa dalam mencapai sasaran yang termuat dalam RPJMD;
c. mnwmmmwammnymunmnmmﬁawm

d.mbmimhkmmmmmwmmmn

(4) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan Rencana
Pembangunan tahunan yang memuat perioritas pembangunan daerah.

(5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun APBD setiap tahun.

(6) Renstra SKPD merupakan penjabaren dari RPJMD yang merupakan rencana
pembangunan 5 (lima) tahunan yang memuat perioritas program setiap SKPD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(7) Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan
rencana pembangunan tahunan yang memuat perioritas kegiatan SKPD.

(8) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun RKA/DPA-SKPD setiap tahun.



Pasal 3

SKPD dan Pemerintahan Desa melaksanakan program dalam RPJMD yang
dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJMdes.

Pasal 4

SKPD dan Pemerintahan Desa dapat melakukan konsultasi dan koordinasi
dengan Bappeda datam menyusun Rencana Strategis SKPD dan RPJMdes.

Pasal 6

Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan
ke dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJMdes.

BAB Il
SISTEMATIKA

Pasal 6
Sistematika penutisan RPJMD meliputi :
Babl : Pendahuluan;
Bab il : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Bab Ili : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan,
Bab IV : Analisis Isu-lsu Strategis;
BabV : Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran;
BabWi : Strategi dan Arah Kebljakan Pembangunan Daerah;
Bab Vil : Kerangka Ekonomi Makro Daerah Dan Kebijakan Pengelola-

laan Keuangan Daerah;

Bab Vill : Indikasi Program Pembangunan Daerah;
Bab IX : Penetapan Indikator Kinesja Daerah;
Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
Bab XI : Penutup;
Lampiran : Matrik Kinerja Program.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah _dibantu Bappeda melakukan
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2)Taheampengendaﬂandanevakneipelalmanmmmpembangunan
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 8

Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali datam setahun
dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebeium berakhimya periode
rencana.

Pasal

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi bahan
Perubahan atau penyusunan rencana pembangunan daerash untuk

Pasal 10

Dalam rangka mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagal
acuan penyusunan RKPD Tahun 2016, maka RPJMD ini dapat dijadikan pedoman
penyusunan RKPD Tahun 2016.

BABYV
PERUBAHAN
Pasal 11

(1) RPJMD dapat diubah dalam hal :

a. hasll pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses
perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan

mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

¢. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 12

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), tercantum dalam
LampisanPemManDaemhtnldanmempakansahxkesaﬂnanbmianyangﬁdak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABWVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka Bupati yang menjabat
dalam tahun terakhir RPJMD diwajibkan menyusun rancangan RKPD.

(2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai
acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEG:

: ANTO BACHROEL, MM
ingOtama Madya

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010
NOMOR 27.



